














membuktikan konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan. 
Dengan menerapkan asas presumption of liberty, negara-lah yang jusuU 
dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa undang-undang 
yang ditetapkan oleh negara tidak malah membatasi atau mengurangi 
kebebasan warga negara. Di samping iru, ada juga teori yang mendasarkan 
pada anggapan bahwa setiap undang-undang semescinya dianggap sudah 
baik dan konsdtusional, teori ini disebut sebagai the presumption of 
constitutionlity. Jika yang dianut adalah teori presumption of constitutionality 
berarti siapa yang mendalilkan inkonsritusionalitas undang-undang, maka 

orang yang mendali1kan yang harus membuktikan. Dengan kata lain, 
pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan inkonsciruonalitas. 

Pandangan Barnett yang mengutamakan presumption of libn-ty 
seperti yang dijelaskan di aras tentu saja bersifar sangat benolak belakang 
dengan prinsip presumption of constitutionality. Menurut pendapat saya, 
kepemingan yang terkandung di dalam kedua prinsip tersebut mestilah 
dipertemukan, sehingga dapat menjamin keseimbangan yang logis. 
Oleh karena itu, sebagai yang mengambil inisiarif untuk mengajukan 
permohonan pengujian mengenai dugaan inskonstitutionalitas suatu 
undang-undang, maka pemohon haruslah diwajibkan membukrikan 
dalilnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, untuk kepentingan 

pemeriksaan, negara juga harus diberikan beban untuk menunjukkan 
counter evidance atau bukti-bukti perlawanan (tegen bnuijs) terhadap dalil­
dalil yang diajukan oleh pernohon mengenai inskonstitutionalitas undang­
undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah KonstitusL' 

Isu diskriminasi, kebebasan dan kesetaraan tidak selesai hanya 
dikatakan. Tidak selesai hanya dirulis dalam Konsiwsi, tetapi masih ada 
agenda-agenda seperti yang dirulis secara lengkap dan kornprehesif dalam 
buku ini. Saya setuju bahwa unruk menghemikan praktik diskrirninasi 
tidak culmp diperjuangkan menjadi materi Undang-Undang jika ternyata 
tidak efektif atau tidak dijalankan tentu tidak ada gunanya hanya sekedar 
sebagai law in book saja. Anti diskriminasi tidak cukup sekedar dijamin 

perlindungannya dalam Undang-Undang, melainkan juga harus dipastikan 
penegakan hukumnya. Begitu juga teks Konstitusi yang menjamin sikap 
anti diskriminasi hams menjadi kenyataan hidup, cara bersik.ap dalam 
perikehidupan berbangsa dan bemegara. Oleh karena itu, seperti yang ditulis 
dalam buku ini bahwa agenda pendidikan, sosialisasi dan pembudayaan sikap 

• Tulisan mengenai penerapan teori prmJmption of Libmy dan juga teori the prmmytiM of 
comtihui'·nalism saya hahas secara komprehensif dalam Oimly ~ihidiqie, H..kvm AamJ 
Penguj i.. ( flzdang-Undang, Jakarta, Sinar Grafik.a, hal 182-186). 
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6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 
7. Peradilan Tara Usaha Negara 
8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional court) 
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (We/fore 

Rechsstaat) 
12. Transparansi dan Konrrol Sosial. 

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi 
oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan 
demokrasi dalam kehidupan bernegara yang mengganrikan model-model 
negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip­
prinsip ked.aulatan rakyat (demoleratie) dijalankan secara beriringan sebagai 
dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian disebut 
sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechsstaat) atau 
dalam benruk konstitusional disebut constitutional democracy. Dalam 
konteks democratische rechsstaat atau constitutional democracy hukum 
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum 
cidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan 
besi berdasarkan kekuasaan semata (machsstaat). Sebaliknya, demokrasi 
haruslah diatur berdasar atas h.ukum. Perwujudan gagasan demokrasi 
memerlukan insrrumen hukum untuk mencegah munculnya mobolerasi 
yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. 

Begiru pula dalam memahami arti hukum, dapat ditinjau dari dua 
perspektifyairu hukum dalam arti sempir dan hukum dalam arti luas. Hukum 
dalam arti sempit merupakan perangkat peraturan secara umum yang 
diwujudkan dalam benruk dokumen tertulis yang disebut dengan peraturan 
perundang-undangan. Namun hukum dalam arti luas adalah mencakup 
juga pengertian norma-norma aturan yang hidup dalam prakrik yang tidak 
tertulis. Bahkan lebih luas lagi, hukum juga mencakup pengertian lembaga 
atau institusi yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan dan 
penerapan 'serta peghakiman rerhadap perbuatan melanggar aturan. Lebih 
luas lagi, segala aspek perilaku manusia dalam kehidupan bersama yang 
berkaitan dengan norma-norma aturan itu yang rercakup dalam pengertian 
budaya hukum juga merupakan elemen-elemen yang berkaitan erat dengan 
pengertian-hukum sebagai saru kesaruan sistem. 

Apabila arti"hukum" ada yang sempit dan luas, maka membicarakan 
pembangunan hukum dan penegakan hukum (law enforcement) juga dapar 
dilihat dalam arri yang sempit dan dapat pula dilihat dalam arti yang luas. 
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